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ABSTRAK 

Isu/Latar Belakang : Penulis fokus pada isu dimana masih banyak keluhan 

yang belum mendapatkan respon yang baik dan terlihat bahwa aplikasi tersebut 

tidak digunakan oleh banyak orang atau aplikasi tersebut tidak banyak diketahui. 

Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi e-sambat efektif. Guna mewujudkan saran 

pengaduan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Maka, aplikasi e-sambat perlu 

diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektifitas penggunaan aplikasi E-Sambat dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan pengaduan masyarakat, faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat penggunaan aplikasi E-Sambat. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis teori kinerja menurut 

Gibson (2011:32) dan mengukur kualitas pelayanan menurut Zeithmlin et al. 

dengan bantuan teori. dikutip (Hiplunudin, 2017: 112). Teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kendala utama dari aplikasi E-

Sambat adalah masih sedikitnya jumlah pengguna yang menandakan bahwa 

aplikasi tersebut belum banyak digunakan oleh masyarakat kota Pasuruan. Tidak 

hanya itu masih banyak pengaduan yang masih belum ditindaklanjuti dan masih 

belum terselesaikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-

Sambat efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di 

Kota Pasuruan. Apabila semua karakteristik keefektivitas dapat dipenuhi oleh 

pihak instansi yang terkait dan Dinas komunikasi, informatika dan statistika Kota 

Pasuruan, maka aplikasi e-sambat ini dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan pemerintah Kota Pasuruan. Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistika Kota Pasuruan harus terus mengevaluasi aplikasi e-sambat guna 

untuk menjaga kualitas pelayanan pemerintah Kota Pasuruan agar lebih baik lagi.  

Kata Kunci : Efektivitas, E-Sambat, Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan dan 

Pengaduan Masyarakat.  
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ABSTRACT 

Issues/Background: The author focuses on issues where there are still 

many complaints that have not received a good response and it can be seen that 

the application is not used by many people or the application is not widely known. 

This shows that the e-connection application is effective. In order to realize good 

complaint suggestions to meet the needs of the community in obtaining quality 

public services. So, the e-connection application needs to be improved and further 

improved. The purpose of this study is to determine the effectiveness of using the 

E-Sambat application in improving the quality of public complaint services, the 

factors that support and hinder the use of the E-Sambat application. This study 

uses descriptive qualitative methods with an inductive approach and performance 

theory analysis according to Gibson (2011: 32) and measures service quality 

according to Zeithmlin et al. with the help of theory. quoted (Hiplunudin, 2017: 

112). Data collection techniques through observation, interviews and 

documentation. The main obstacle of the E-Sambat application is the small 

number of users which indicates that the application has not been widely used by 

the people of Pasuruan. Not only that, there are still many complaints that have 

not been followed up and are still unresolved. From the results of the study it can 

be concluded that the e-Sambat application is effective in improving the quality of 

public complaint services in Pasuruan City. If all the characteristics of 

effectiveness can be met by the relevant agencies and the Pasuruan City 

Communication, Informatics and Statistics Service, then this e-Sambat application 
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can be said to be effective in improving the quality of Pasuruan City government 

services. The Office of Communication, Informatics and Statistics of Pasuruan 

City must continue to evaluate the e-Sambat application in order to maintain the 

quality of Pasuruan City government services to make it even better. 

Keywords: Effectiveness, E-Sambat, Public Services, Service Quality and Public 

Complaints. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didukung dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Hayat (2020:5) bahwa pelayanan publik sebagai jembatan 

antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan tugas 

pemerintahan. Pelayanan mempunyai fungsi memberikan pelayanan  untuk 

kebutuhan dan sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan. Inovasi 

pelayanan publik terus dikembangkan di berbagai daerah sebagai kerangka 

menciptakan kualitas pelayanan yang lebih baik. 

Saat ini, Indonesia sedang memasuki era teknologi digital yang semakin 

masif. Pada level ini, pemerintah berfokus mengembangkan inovasi yang berbasis 

teknologi digital. Saat ini, masyarakat ingin semua pelayanan administrasi 

dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif. Oleh karena itu, pelayanan prima juga 

dituntut dari mereka yang melakukan pelayanan publik. Birokrasi harus memiliki 

semangat pelayanan, cara kerja yang lebih luwes dan komunikatif serta cara kerja 

yang lebih realistis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik No. 

25 Tahun 2009. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi biasanya merupakan 

hasil atau kelanjutan dari proses evaluasi dan perbaikan keluhan, keluhan dan 

kontribusi pengguna pelayanan publik. Artinya keterlibatan masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap potensi inovasi penyedia pelayanan. Semakin aktif 

masyarakat terlibat dalam peningkatan pelayanan publik, semakin besar peluang 

bagi penyelenggara untuk berinovasi dalam pelayanannya. 
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Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 mendefinisikan inovasi sebagai 

segala bentuk reformasi pemerintah provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja pemerintah provinsi. Untuk mendorong daerah menciptakan dan 

mengembangkan inovasi, pemerintah telah memberikan berbagai peraturan 

kepada pemerintah negara sebagai pedoman untuk melaksanakan inovasi, sebagai 

daya ungkit bagi pengelola daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dengan memperkenalkan berbagai inovasi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang 

Inovasi Daerah menyatakan bahwa inovasi daerah mengacu pada segala bentuk 

pembaruan pemerintahan provinsi. Sebaliknya, Pasal 4 menyatakan bahwa inovasi 

daerah terjadi sebagai (1) inovasi administrasi, inovasi pelayanan publik, dan 

inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. Dalam Pasal 5 ayat (1), yang dimaksud dengan “inovasi 

penyelenggaraan pemerintahan” adalah inovasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang meliputi penyelenggaraan internal dalam penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan dan penyelenggaraan unsur pemerintahan. Ayat (2) Inovasi 

pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada 

masyarakat yang meliputi penyediaan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan 

bentuk barang/jasa publik. Ayat 3) Inovasi daerah lainnya dalam rangka urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah segala bentuk inovasi 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan 

daerah. 
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Inovasi daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu inovasi daerah digital dan 

inovasi daerah non digital. Inovasi daerah diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan 

jenisnya menjadi inovasi digital dan non digital tata kelola pemerintahan, inovasi 

digital dan non digital pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis digital dan non 

digital. Untuk mendorong daerah mengembangkan inovasi digital, pemerintah 

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tentang sistem pemerintahan 

elektronik pada tahun 2018. Pemerintah meningkatkan “pelayanan digital” dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini penting karena pelayanan digital 

merupakan tuntutan yang dekat dengan masyarakat. Inti dari transformasi digital 

bukan hanya untuk menghadirkan pelayanan biasa secara online atau membangun 

aplikasi.  

Transformasi digital lebih luas dari sekedar mengubah pelayanan dalam 

jaringan, tetapi bagaimana semua area pelayanan dapat diintegrasikan sehingga 

perubahan proses pelayanan dapat tercapai dan dimungkinkan untuk menciptakan 

“nilai” kepuasan bagi pengguna pelayanan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen 

Pengamanan Informasi (SMPI) yang menerapkan standar SNI/ISO 270001: Tahun 

2013 menjadi acuan pengembangan SPBE dan implementasi strategi digital 

government bagi seluruh instansi pemerintah dan digital government di Indonesia.  

Inovasi digital tata kelola pemerintahan adalah inovasi dalam 

pengenalan/modernisasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan 
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kota, yang meliputi pengendalian internal dalam pelaksanaan fungsi administrasi 

dan pengelolaan elemen administrasi. Inovasi digital dalam pelayanan publik 

pemerintah adalah inovasi dalam penerapan/modernisasi teknologi digital dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi penyelenggaraan 

barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi daerah 

lainnya di wilayah hukum daerah digital sesuai dengan urusan pemerintahan 

adalah segala bentuk inovasi pengenalan/modernisasi teknologi digital dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah hukum pemerintahan daerah. 

Inovasi digital dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan 

inovasi daerah lainnya dalam lingkup urusan pemerintahan merupakan upaya 

modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital yang dapat 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melayani dan meningkatkan 

publik. Berpartisipasi dan berkolaborasi dalam menciptakan pelayanan yang 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Menciptakan dan pengembangan inovasi 

digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah 

lainnya sesuai dengan permasalahan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, antara lain: 1) Menjamin pemanfaatan teknologi digital di semua layanan 

pemerintah, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi dan kerja 

sama publik dalam layanan pemerintah, 2) Merancang kerangka organisasi dan 

administrasi yang dapat mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi dalam pelayanan 

publik manajemen di semua tingkatan pemerintahan, 3) Pengembangan model 

bisnis dalam implementasi inovasi pelayanan publik, manajemen sebagai basis 

investasi, 4) pengenalan standar keamanan informasi dalam pelaksanaan inovasi 

pelayanan publik, manajemen untuk menjamin terselenggaranya inovasi 
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pelayanan publik, manajemen yang ketat dan handal, 5) merumuskan dan 

menerapkan strategi untuk mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik dan 

tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing 

negara.  

Pemerintah dibentuk antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Artinya, negara berkomitmen untuk 

memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang 

mendukung penyediaan pelayanan publik yang prima untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, pelayanan publik, dan 

pelayanan pemerintah. Harapan pelayanan publik yang diharapkan oleh 

masyarakat adalah pelayanan yang murah, pelayanan yang berkualitas dan 

pelayanan yang transparan. Pemerintah ditantang untuk menjawab harapan 

masyarakat dan tantangan global yang diakibatkan oleh perubahan dan 

perkembangan, khususnya di bidang teknologi. Oleh karena itu, penting untuk 

menawarkan inovasi dalam penyediaan layanan teknologi informasi dengan 

peningkatan kinerja yang lebih cepat, mudah, dan murah, dengan memperhatikan 

transparansi dan akuntabilitas, karena layanan digital merupakan prasyarat untuk 

mendekatkan diri kepada masyarakat.  

Setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik di era digital, yakni pertama, identifikasi ulang proses bisnis 

yang terkait dengan tujuan utama bernegara, sehingga digitalisasi membawa 

perubahan proses bisnis. Kedua, tujuan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat adalah bersifat realtime/segera dan memberikan informasi kepada 
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masyarakat (kejelasan dan kepastian pelayanan). Ketiga, pengembangan 

perangkat digital yang mendukung mobilitas karyawan untuk memfasilitasi semua 

aktivitas dan kolaborasi antar karyawan dalam operasional dan penyampaian 

layanan kepada masyarakat. Keempat, mengubah proses bisnis untuk memenuhi 

perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital.  

Tantangan pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan 

masyarakat sudah banyak berubah, dimana mereka menuntut pelayanan yang 

lebih cepat, mudah, murah dan transparan. Inovasi digital dalam pelayanan publik 

adalah inovasi dalam penerapan/modernisasi teknologi digital dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi proses pemberian 

pelayanan  barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik 

yang disediakan langsung oleh masyarakat, seperti: Inovasi dalam pelayanan 

perizinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain-lain.  

Pemerintah Kota Pasuruan termasuk kota yang kurang inovatif. Ini berasal 

dari penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penilaian Kementerian 

Dalam Negeri tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 002.6-5848 yang 

dikeluarkan tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota Tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah, diberikan 

predikat sangat inovatif, inovatif dan kurang inovatif untuk setiap kota dan daerah. 

Kota Pasuruan menempati urutan ke-83 dari 93 kota di Indonesia. Kota Pasuruan 

memiliki skor 13,60 dan dianggap sebagai kota yang kurang inovatif. Maka dari 

itu, Pemerintah Kota Pasuruan memperkenalkan beberapa inovasi pelayanan 

digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan Kota Pasuruan. Salah 
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satunya yaitu aplikasi e-sambat, aplikasi ini digunakan untuk menyampaikan 

pengaduan terkait pelayanan publik pemerintah Kota Pasuruan. Sesuai dengan 

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2022 tentang pelayanan 

penanganan pengaduan online masyarakat di lingkungan pemerintah kota 

pasuruan. Aplikasi tersebut digunakan masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan terkait dengan pelayanan publik pemerintah Kota Pasuruan. Aplikasi 

e-Sambat yang resmi di launching awal Januari 2022, masyarakat Kota Pasuruan 

bisa langsung mengadu dan mengeluhkan pelayanan  

Rincian pengaduan yang masuk melalui aplikasi e-sambat terdiri dari 

pengaduan air minum daerah 23%, PUPR 16%, perhubungan 11%, kesehatan 

11%, perkim 8%, ketenagakerjaan 6%, lingkungan hidup 4%, administrasi 

kependudukan 4%, satgas covid 3%, dan pendidikan 3%. Pengaduan yang masuk 

sekitar 137 aduan dan yang telah diselesaikan 38 pengaduan, sedang diproses 39 

pengaduan, dan harus ditindaklanjuti sebanyak 49 aduan. Selain itu, ada 11 aduan 

ditolak. Penolakan dikarenakan bukan termasuk ranah pelayanan Pemerintah Kota 

Pasuruan. Misalnya, wilayah aduan tidak di Kota Pasuruan, atau layanan 

dinas/lembaga tidak termasuk urusan Pemerintah Kota Pasuruan, atau juga kadang 

aduannya terkait dengan masalah pribadi.  

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih banyak pengaduan 

masyarakat yang belum terselesaikan oleh puhak instansi yang terkait. Dan masih 

banyak pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti oleh pihak instansi 

yang terkait. Tidak hanya itu banyak masyarakat Kota Pasuruan yang belum 

mengetahui tentang keberadaan aplikasi e-sambat. Keterlambatan penanganan 
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pengaduan yang masuk melalui aplikasi e-sambat yang mengakibatkan pengaduan 

tersebut tidak kunjung ditanggapi.  

Masih tingginya tingkat pengaduan yang belum mendapat respon dengan 

baik menunjukkan bahwa aplikasi e-sambat masih belum efektif. Pengaduan yang 

masuk melalui aplikasi e-sambat akan ditampung oleh Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistika Kota Pasuruan dan kemudian akan dikirim ke instansi 

yang sesuai dengan tugasnya, ini yang membuat keterlambatan pengaduan 

ditangani oleh instansi yang terkait. Guna mewujudkan sarana pengaduan yang 

baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

publik yang berkualitas. Maka, aplikasi e-sambat perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan lagi. Fakta tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut melalui 

penelitian “Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Sambat Dalam Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat”. 

1.2 Perumusan Masalah  

Dilandasi oleh paparan latar belakang yang diuraikan, maka dituliskan 

rumusan masalah yang dibangun yaitu:   

1. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Sambat Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat? 

2. Apa Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penggunaan Aplikasi E-

Sambat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat ?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Dilandasi rumusan masalah yang sudah dijabarkan, direncanakan tujuan 

yang ingin dicapai di penelitian ini yaitu:  

1. Untuk Menganalisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Sambat Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat. 

2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat 

Penggunaan Aplikasi E-Sambat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Pengaduan Masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis   

a. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran berupa wacana terkait Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-

Sambat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan 

Masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber wawasan 

keilmuan baru yang bermanfaat bagi akademisi, pemerintah maupun 

masyarakat luas.  

c. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan ataupun referensi bagi peneliti 

berikutnya khususnya yang meneliti tentang Penggunaan Aplikasi E-

Sambat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan 

Masyarakat.   
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1.4.2 Manfaat Praktis   

a. Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota 

Pasuruan terkait efektivitas penggunaan aplikasi e-sambat sebagai 

wadah pengaduan masyarakat.  

b. Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah 

Kota Pasuruan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

c. Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi bagi daerah lain dalam 

menerapkan penggunaan aplikasi e-sambat dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan pengaduan masyarakat.  

1.5 Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang salah satunya memiliki 

hubungan dan ketergantungan yang sistematis dengan bab yang lain. Oleh karena 

itu, karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah 

model induktif, yaitu dari khusus ke umum. Artinya, dalam penelitian ini terdapat 

interpretasi (khusus) dari suatu pernyataan berdasarkan suatu realitas atau 

fenomena, kemudian ditarik kesimpulan (umumnya) dengan mengembangkan 

teori-teori berdasarkan realitas dan teori yang ada. Untuk memudahkan penulisan 

dan pemahaman pembahasan penelitian ini secara menyeluruh, dipandang perlu 

untuk memperkenalkan penulisan laporan dan pembahasan disertasi secara 

sistematis seperti diuraikan di bawah ini:  

1. Bab pertama berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. Dalam bab ini secara umum pembahasannya berisi tentang 
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harapan supaya pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan 

secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realistis di 

lokasi penelitian. Dengan demikian disimpulkan  bab ini menjadi dasar  

atau titik acuan metodologis dari bab-bab selanjutnya. 

2. Bab kedua memuat kajian pustaka atau kajian teori yang meliputi 

penelitian terdahulu, pengertian efektivitas, e-sambat, pengertian 

pelayanan publik, prinsip pelayanan publik dan standar pelayanan publik. 

Berikutnya dipaparkan tentang pengertian kualitas pelayanan, dimensi 

kualitas pelayanan dan sistem pengaduan masyarakat.  Secara garis besar 

bab ini memuat tentang teori-teori tentang tentang pelayanan publik, e-

sambat, kualitas pelayanan publik dan pengaduan masyarakat.    

3. Bab ketiga merupakan metode penelitian yang mengurai tentang jenis 

penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber 

data, pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan 

keabsahan data. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan 

penggunaan pendekatan kualitatif, posisi atau peran peneliti di lokasi 

penelitian, penjelasan keadaan secara konkret lokasi penelitian, dan 

strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang 

bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.  

4. Bab keempat pembahasan tentang hasil penelitian yang terkait dengan 

tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah 

dipaparkan di bab 1 dan bab 2 yang kemudian dikaitkan dengan hasil 

penemuan penelitian. Dengan artian pada bab ini dilakukan pembahasan 

secara holistik dengan cara penganalisisan data dan dilakukan 
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pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.  

5. Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau 

rekomendasi, kemudian dilanjutkan dengan daftar rujukan dan lampiran-

lampiran. Bab ini berisi tentang intisari dari hasil penelitian yang 

dikerucutkan, kemudian berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dijabarkan 

implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini yang ditindaklanjuti 

dengan pemberian beberapa rekomendasi ilmiah.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-sambat efektif dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat Kota Pasuruan. Ini 

berdasarkan hasil pengukuran keefektifan dengan menggunakan teori Gibson 

(2011: 32) yaitu: Produktivitas, aplikasi e-sambat ini mampu memproduksi 

pengaduan yang berkualitas. Efisien, dalam menangani pengaduan pihak instansi 

mampu menyelesaikan pengaduan yang masuk melalui aplikasi e-sambat secara 

cepat dan tepat. Kepuasan, masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan aplikasi e-sambat. Selanjutnya adaptasi, masyarakat mampu beradaptasi 

dengan aplikasi e-sambat. Yang terakhir perkembangan, pihak instansi harus 

mengebangkan aplikasi e-sambat agar mampu bertahan dalam jangka panjang. 

Dengan demikian, menunjukkan bahwa aplikasi e-sambat ini efektif untuk 

digunakan masyarakat Kota Pasuruan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.  

Sedangkan faktor pendukung penggunaan aplikasi e-sambat ini yaitu: 

tersedianya wifi gratis di setiap RW Kota Pasuruan yang memudahkan 

masyarakat dalam mengakses aplikasi e-sambat. Dan ketersediaan sumber daya 

manusia memenuhi formasi yang dibutuhkan. Adapun faktor penghambat 

penggunaan aplikasi e-sambat yaitu: adanya pegawai yang rangkap jabatan 

menyebabkan pengaduan sering mengalami keterlambatan dalam menangani 

pengaduan yang masuk. Terjadinya mutasi jabatan kepada pegawai yang diberi 

tugas untuk menyelesaikan pengaduan yang masuk melalui aplikasi e-sambat, 
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seharusnya pegawai tersebut menyampaikan tugas ke pegawai yang 

menggantikannya. Masih banyaknya masyarakat yang gagap teknologi 

(GAPTEK) seharusnya masyarakat yang gagap teknologi meminta bantuan pada 

masyarakat yang mengerti teknologi digital. Kurangnya sosialisasi mengenai 

aplikasi e-sambat, masyarakat rata-rata tidak mengetahui adanya aplikasi e-sambat 

ini maka dari itu Dinas komunikasi, informatika dan statistika selalu operator 

aplikasi e-sambat melakukan sosialisasi secara menyeluruh disetiap kelurahan di 

Kota Pasuruan. Kemudian, penanganan aplikasi ini hanya dilakukan pada jam 

kerja dan hari kerja saja, banyak masyarakat yang mengeluh karena dikhawatirkan 

ada pengaduan yang harus segera ditangani oleh pihak instansi.  

Maka dari itu, seharusnya ada pegawai yang dikhususkan untuk menangani 

pengaduan masyarakat diluar jam dan hari kerja. Dengan demikian, aplikasi e-

sambat perlu ditingkatkan lagi dan masih perlu diperbaiki agar aplikasi e-sambat 

mampu mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah 

Kota Pasuruan. Dengan demikian, dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai 

kualitas pelayanan yang baik, aplikasi e-sambat perlu dievaluasi lagi. Maka dari 

itu, terdiri beberapa karakteristik yaitu, Bukti langsung, pihak instansi yang terkait 

harus bisa membuktikan dengan cara menyelesaikan pengaduan yang masuk. 

Kehandalan, pihak instansi yang terkait harus handal dalam menangani pengaduan 

masyarakat. Daya tanggap, pengaduan yang masuk harus segera direspon oleh 

pihak instansi yang terkait. Jaminan, pihak instansi harus bisa menjamin 

keamanan dan kenyaman masyarakat yang mengadu. Empati, pihak instansi yang 

terkait harus bisa memahami pengaduan masyarakat yang masuk dan 

menyelesaikan pengaduan tersebut. Apabila semua karakteristik dapat dipenuhi 
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oleh pihak instansi yang terkait dan Dinas komunikasi, informatika dan statistika 

Kota Pasuruan, maka aplikasi e-sambat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

pemerintah Kota Pasuruan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota 

Pasuruan harus terus mengevaluasi aplikasi e-sambat guna untuk menjaga kualitas 

pelayanan pemerintah Kota Pasuruan agar lebih baik lagi.  

5.2 Saran 

Menurut saya, aplikasi e-sambat ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar 

masyarakat yang menggunakan merasa nyaman dan aman menggunakan aplikasi 

e-sambat. Aplikasi e-sambat perlu ditambahkan fitur kepuasan masyarakat yang 

menyampaikan pengaduan melalui aplikasi e-sambat. Agar Dinas komunikasi, 

informatika dan statistika Kota Pasuruan mengetahui apa yang kurang dari 

aplikasi ini. Dari adanya survei kepuasan masyarakat bisa menilai kinerja pegawai 

yang menangani pengaduan melalui aplikasi e-sambat. Dan dari survei kepuasan 

pengguna aplikasi e-sambat, pihak instansi bisa mengetahui respon masyarakat. 

Dan tidak lupa pula Dinas komunikasi, informatika dan statistika Kota Pasuruan 

juga harus melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Kota Pasuruan agar 

masyarakat bisa mengetahui kegunaan dan keberadaan aplikasi tersebut. 
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